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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
FERATURAN DAERAH KABUFPATEN BUTON
NOMOR : 4 TAIIUN 2016

TENTANG

PERTANGCGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tabun Anggaran 2015 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nemor 16 Tahun 2014, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peruhahan Anggaran
Pendapatan dan Belanje Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, pelaksanzannva perlu dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang
- undangan yang berlaku;

bahwa untuk melaksanzkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapz kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomer 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dzerah, Kepala Daetah menyampaican rancangan Peraturan Daerah lentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keunangan paling lambat 6 {enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

banwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humi &, perla membentuk Peraturan Dlaersh-tentang Pertanggungjawaban
Pelaksaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Uncang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [1 di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Numor 1822) ,
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- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35€9);

- lindang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Nepara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonssia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang - Undang Nomor 17 l'ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Leunibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor | Tzhur: 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembarzn Negara Repubiik indonesia Nomor 4355);

- Undang - Undang Nomeor [5 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhanzan Kenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (I embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesizc Nomor 5049):;

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang - Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerdh (Lembaran Megara Republik Indonesia Tohun 2014 Nomor 244, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagnimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentzng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tehun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2007 Nomor 47, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintzh Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonzsia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nameor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuzngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 1576), sebagaimana telsh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kenangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

Peraturan Pemerintahh Numor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusanan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintzh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pzdoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4563 );

Peraturar Pemerintsh Nomor & Tahun 2006 tentang Pelsporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

- Peraturan Pemerintah Notor 71 Tahun 2010 lentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- Peraturan Pemerintah Nomeor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, ._,E,armwmb

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

?4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ﬁ:ﬁrm Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah schagaimana iclah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

25. Peraruran Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2014  tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
{Lembaran Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 100 );

26. FPeraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Angoaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 106 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015,
Paxal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ‘Iahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan pemerintah
daerah, Memuat :
A. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan SAIL.;
¢. Laporan Operasional;
d. Neraca;
€. Laporan Perubahzn Fkuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas laporan keuzngan.
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(2} Laporan kenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampisi dengen leporan kinerja dan ikhtisar laporan kewangan badan usaha milik dacrah /
perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggeran 2015 schagaimana dimaksud dalan Pasal 1 ayat (1) huruf a, adzlah sebagai berikut ;
Rp  604.603.455.204.46

a Pend apatan
Rp 732.928.754.070.00

b. Belanja
Surplus / defisit

¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp  21B.681.589.977.36

- Pengeluaran Rp 600.660.292,00
Surplus ! defisit

Rp (128.325.198.865.54)

Rp 218.080.929.68536

Pagal 3

Uraian .Eﬂm_.mn realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Paszl 2 adalah sebagai berikut :
a. Sclisih anggaran dengan realisasi pendapaian sejumlah (Rp22.062.336.249,46) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 582.541.118.955,00
2. Realisasi Rp 604.602.455.204,46
Szlisih lebih / (korang) Rp (22.062.3356.249 46)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp111.889.829.874,00 dengan rincian sebagai berikut ;
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp B44.818.583.944,00
2. Realisasi Rp 732.928.754.070,00
Sclisih lebih / (kurang) Rp  111.885.829.874,00
¢. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp133.952.166 173 46) dengan rincian sebagai berikut -
1. Surplus / defisit setelah perubahan Rp  (262277.464.989,00)
2. Realisasi Rp  (128325.298.865,54)

Selisih lebih / (kurang) Rp  (133.952.166.123,46)
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d. Selisih anggaran dengan realisesi pencrimaan pembiayaan sejumlah Rp44.196.536.011,64 dengan rincian schagai berilout :

|. Anggaran penerimasn pembiayaan setelah perubahan Rp 262.878.125.989.00
2. Realisasi Rp 218.681.589.977.36
Selisih lebih/ (kurang) Rp 44.196,536.011.,64
€. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp708,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Ep 600.661.000,00
2. Realisasi Rp 600.660.292,00
Selizih lebih / (kurang) Rp 708,00
£ Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp44.196.535.303,64 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggarar pembiayaan netto setelah perubahan Rp 262277.464.985,00
2. Realisasi Rp  218.080.929.685,36
Sclisih lebih / (kurang) Rp  44.196.535.303,64
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a, Jumlah aset Rp 1.135.502.087.049,69

b. Jumlah kewsjiban Rp 53.133.296.233,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp 1.082.268.790.816,69
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp 109011.732.33540
b. Arus kas dari akfivitas operasi Rp  143.6247720.375,46
€. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan Rp  (271.950.019.341,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 49.902.803.696.00
M. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp (1.561.648.653,00)

Saldo kas akhir per 21 Desember 2015 Rp 89.027.608.712,92



Pasal &

Catetan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggasan 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) humf g, memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lempiran
Peraturan Daersh ini, terdid dari -

a.

FRaTh e E

Lampiran [

Lampiran 1.
Lampiran 1.2
Lampiran 1.3
Lampiran 1.4

H.nﬂﬁ_mﬂﬁ.- L3
Lampiran I.6
L ampiran L.7
Lampiran 1§
Lampiran 1.9

Lampiran .10 :
: Daftar dana cadangan dacrah; dan

- Daftar pinjaman daerah dan obligasi dserah.

: Mcraca;

¢ Laporan arus kas;

: Laporan Operasional:

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

¢ Laporan Perubahan Ekuitas;

+ Catatan stas laporan keuangan; dan

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Lampiran .11
Lampiran 1.12
Lampiran 11

I ampiran II1
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VI

: Laporan realisasi anggaran

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggeran belanja dacrah menurut urusan pemerinizhan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanje daerah untuk keselarasan dan keterpaduan vrusan pemeriniahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatauy;

Daflar piutang daersh;

: Daftar penyertaan modal (investasi) dasrak:
: Daftar realisasi penzmbahan dan pengurangan aset tetap caerah;
: Daftar realisasi penzmbahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan - kegiatan yang belum disclesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun enggaran berikutnya



Pagal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), vang terdiri dari ;
a. Lapoian kinegja wreantum dalam Lampirar [X peraturan daerah ini; dan
b. Ikhtisar laporan keuangan badan ussha milik dacrah / perusahaan dacrah lercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala dacrah (entang penjabaran perlanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian
izhih lanjut dari pertanpoungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintshkan pengundangan Peraturan Daersh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buton.
Ditetapkzn di  Pasarwajo
pada tanpgal, 1| AGUETUC 2016

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON,

KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TANUN 2016 NOMOR )14
NOREG PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : ..5(..../ 2015



Pasal 8

Lampiran laporan keuengan sebagaimana dimsksud dalam Pasal | ayat (2), yang terdiri dari ;
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lempiran IX peraturan daersh ini; dan
b. Ikhtisar laporan keuangan badar usaha milik daerah / perusahaan daerah terczntun dalam Lampiran VI peraturan daerah ni.

Pasal ®

Bupati menctapkan peraturan kepala cacruh tentang penjabaran ﬂnnﬁnmuﬂqﬁ_mimgh.mﬂm pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban ans pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015,

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berliku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundzngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaien
Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tangpal  /  BGeg7eel 2016

H m.%,ﬂ_ BUTON,

SAMEU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangksn i Pasa

i
ks

KADUPATEN BUTON,

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN BUTON TAHTIN 2016 NOMOR L...,,_N\
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : “ f 2015





